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DPM LUEP di Bali Dihentikan sementaru
Denpasar @ali Post) -
.' Setelah menjadi temuan BpK @adan pemer-
illsa Keuangan) tahun 2O17, Dana pensuatan
Modal l,embaga Usaha Ekonomi perdesaan
@PM LUEP) -dihentikan rd;";;-H;j il"
karena DPM LUEP tidak memiliki pavung
!"8* yang kuat, baru sebatas l,t"U-^rit*i
Gubernur dengan BPD. Padahal dari sisi pene-
gunaan dana APBD, DPM LUEP benar untrik
penguata! ekonomi desa. Oleh karena itu,
Pemerintah Provinsi Bali akan membuat perda
terkait DPM LUEP ini. Prediksinya selesai
Bhr1n Z9tS, diharapkan tahun 2019 dapat dis-
alurkan kembali.

Denlikian diqampaikan Kepala Dinas per-
tanian Provinsi Bafi IB Wisnu Ardhana. Senin
g/S.) keqeq!, ketika ditanya soal penghentian
fasilitas DPM LUEP. Penghentian ini dikhawat-
ir\an dapat memengaruhi penyerapan gabah
petanl oleh pengusaha penggilingan pafr. Se-
pma-ry pengusaha penggilingan padi ditugas-
kan oleh- Pempmv Bali menyerap gabah pelaru
$e"gaq larya VanS layak ketika lfarga gabah

. jatuh. Sebab, pengusaha penggfingan padi v"rrg
tergabung dalam asosiasi Perpaai riendlpai
&qili_tq"_iqt"ti yang cukup be^sar urtuk mengalises
DPM LUEP ke BPD Bali Persentasenva. himoir
80 persen DPM LUEP ke sektor pertanian disal-
urkan ke Perpadi yaitu Rp 26 mJjar. Sementara
total DPM LUEP yang disalurkan untuk sektor
pertanianadalah Rp 29 miliar. Tujuannya adalah
untuk stabilisasi harga, karena'beras-memililri
pe-ngaruh yang signifikan terhadap inflasi selain
cabai dan bawang merah

DPM LUEP adalah dana penguatan modal
tidak hanSra untuk pertanian tetapi juga perke-

bunan raky*at. peternakan, koperasi. simantri.
pedagang benih. dan lembaga ekbnomiperdesaan
yang lain dengan bunga 2 persen p-er tahun.
Penyalurannya ketat dengan sistem 

"'tset"ting.Artiny-a prosedurnya menggunakan jamina-n
sesuai ketentuan bank, apabila lalai teiap kena
denda, dan attrran bank yang lain.

DPM LUEP mulai dibeii-kan seiak tahun
2010, namun karena ada ketentuan-baru dari
Y:_.:t"l Keuangan sehingga hasil pemeri-ksaan
ftPK tahun 2017 rliminls 242 payung hukumnva.
Sementara pa''ung hukum lpM iUBp tranva
MoU Gubemur dengan Dirut BPD Bali. Sehinssa

i"'#mrm#:frf,,Hhp,tqffi lgS*H
j:i:l -'#ifr*Tj; lt#,lu*ffiinlda 

di BPD

"Kita akan buat perdanya, sementara perdan-
ya bel 'm selesai, sehingga DPM LUEp dibeku-
kan dulu. *hingga tahun 2018 tidak disalurkan,"
uj?r?ya. Untuk mengantisipasi gejolak harga
gabah ctan me[ndungi petani, maka pi]raknva
berharap dari 120 pengusaha penggilingan padi
tetap menjaga komitmennya untuk stibilisasi
harga gabah. Selain itu Bulogjuga diharapkan
lebih berperan.

Ia memprediksi dengan tidak adanva DPM
LUEP. tidak berpenganrh terlalu be"a" f"rhadup
gejolak harga gabah. "Oleh karena penggilingan
padi sudah cu-kup lama menerima 

-npNt lUfp.
dia sudah menikmatibanyak, dan usahanya pun
sudah mulai berkembang. Seharusnya i.omit-
mennya tetap stabilisasi harga walaupun dihenti-
kan, jangan sampai tidak mau diserap atau dibeli
murah. Kita lihat saja nanti, mana yans seperti
itu jangan dikasi lagi nanti." selorohnya. Gmb42l
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